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PROVINSI SULAWESI TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI DONGGALA 
NOMOR 30 TAHUN 2019 

 

TENTANG 
 

PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS  

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2019 - 2023 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI  DONGGALA, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 

Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 86 Tahun 

2017 tentangTata cara perencanaan, pengendalian 

dan evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

rencana pembangunan jangka panjang daerah dan 

rencana pembangunan jangka menengah daerah, 

serta tata cara perubahan rencana pembangunan 

jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka 

menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah 

daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana 

Strategis Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati Donggala tentang  Rencana Strategis Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 

Donggala Tahun 2019-2023; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822); 



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Keduaatas Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor  42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah; 

6. Peraturan  Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 

Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2005-

2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 

2010 Nomor 1); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 

Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Jangka 



Menengah Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2019-

2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 

2019 Nomor 1); 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan   PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN 

RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA 

TAHUN 2019 – 2023. 
 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Donggala. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusanPemerintahan 

yang menjadikewenangan Daerah Otonom. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, 

adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai 

unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah.. 

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Donggala yang 

selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang 

melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, 

dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah Kabupaten 

Donggala. 

6. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses 

pemantauan dan supervise dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 

pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk 

memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.  

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanan Daerah untuk Periode 5 

(Lima) Tahun mulai Tahun 2019  sampai dengan Tahun 2023. 



8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra 

Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk 

Periode 5 (Lima) Tahun. 

9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD 

adalah DokumenPerencanan Daerah untuk periode 1 (Satu) Tahun. 

10. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam 

jangka waktu 5 (Lima) Tahunan. 

11. Sasaran adalah Rumusan Kondisi yang menggambarkan tercapainya 

Tujuan, berupahasil Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang 

diperoleh dari pencapaian hasil (Outcome) Program Perangkat Daerah. 

12. Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas 

pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. 

13. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk 

menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu 

strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran 

strategi 

14. Prioritas Pembangunan Daerah adalah focus penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran 

RPJMD. 

15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENJA-PD 

adalah DokumenPerencanaanPerangkat Daerah untukperiode 1 (Satu) 

Tahun. 

16. Program adalah Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan 

yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah Daerah untuk mencapai 

sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan 

masyarakat yang dikoordinasikan oleh InstansiPemerintah. 

 

BAB II 

RENCANA STRATEGIS BAPEDA  

Pasal 2  

Renstra Bappeda memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan 

Pembangunan Daerah dalam rangka melaksanakan tugas membantu Bupati 

membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.  

 

Pasal 3 

(1) Renstra Bappeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan 

sistematika sebagai berikut :  



a. BAB I PENDAHULUAN;  

b. BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;  

c. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT 

DAERAH;  

d. BAB IV TUJUAN DAN SASARAN;  

e. BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;  

f. BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN; 

g. BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;dan  

h. BAB VIII PENUTUP 

(2) Isi beserta uraian Renstra Bappeda Tahun 2019-2023 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 4 

Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, memiliki fungsi: 

a. Panduan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 

Donggala Tahun 2019-2023; 

b. Sebagian acuan dalam pembuatan Indikator Kinerja Utama (IKU), Pohon 

Kinerja, Rencana Aksi dan Pelaporan Kinerja Program dan Kegiatan 

Perangkat Daerah;dan 

c. Sebagian pedoman untuk melakukan monitoring dan Evaluasi target 

Kinerja Perangkat Daerah.  
 
 

BAB III 

MONITORING DAN EVALUASI 

Pasal 5 

Bupati melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis 

yang secara teknis dilaksanakan oleh Bappeda. 

 

 

 

 



BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala 

 

     Ditetapkan di Donggala 
       pada tanggal 30 Agustus  2019 
  

       BUPATI DONGGALA, 
 

       ttd 
    
       KASMAN LASSA  

 
 
 

Diundangkan di Donggala 
pada tanggal 30 Agustus  2019    

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA, 
 

 
     ttd 

 
AIDIL NUR 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2019 NOMOR 655 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya : 
 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA, 
 

 
 

 
 
DEE LUBIS, SH.MH 

Nip. 19710806 200212 1 005         


